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ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akun-

tabilitas pengelolaan dana desa serta faktor-faktor penghambat transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulawa Kab. 

Bone Bolango. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang detail mengenai suatu gejala atau feno-

mena. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang di-

tujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenome-

na alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian ini menjelas-

kan fakta yang nampak bagaimana trasnparansi dana akuntabilitas desa da-

lam pengelolaan keuangan dana desa di Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango. 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih kurang baik, hal tersebut ter-

lihat dari keterlibatan masyarakat, pengendalian administrasi desa dan keter-

sediaan laporan yang belum mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas 

proses dan akuntabilitas program sudah berjalan dengan baik, yang masih 

kurang adalah asas disiplin dan asas kepatuhan serta faktor-faktor peng-

hambat yang sangat menonjol dalam pemenuhan transparansi dan akunta-

bilitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi di 

kantor desa dan ketersediaan sarana untuk pemberian saran dari masyarakat. 

Saran Peneliti adalah kepala desa harus mampu melakukan pengenda-

lian kepada pengelola keuangan desa, senantiasa melakukan pelatihan-pela-

tihan kepada aparat desa, dapat memperhatikan fasilitas penunjang adminis-

trasi di kantor desa serta memperhatikan sarana untuk saran dari warga desa. 

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas merupakan upaya mewujud-

kan pemerintahan daerah yang efektif, efi-

sien, mandiri serta bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN). 

Dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, desa harus membutuh-

kan biaya yang cukup memadai. Dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan 

bahwa desa memiliki sumber pendapatan 

desa yang berasal dari Pendapatan Asli 

Desa (PADesa), dana transfer dan penda-

patan lain-lain. 

Dana tersebut diharapkan digunakan 

untuk membangun desa mulai dari pem-

bangunan sarana dan prasarana hingga 

mengembangkan ekonomi masyarakat 

desa. Data Kompas.com (26 Februari 

2019) bahwa dana desa yang dianggarkan 

dalam APBN sebesar Rp 20,67 triliun pa-
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da (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 

triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan 

Rp 70 triliun (2019), hal ini menunjukan 

bahwa dana desa mengalami kenaikan 

yang cukup besar tiap tahunnya. Untuk 

Kabupaten Bone Bolango, dana desa yang 

dikucurkan oleh Pemerintah Pusat setiap 

tahun mengalami kenaikan. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Data dana desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 s/d 2018 

Nama 

Kecamatan 
2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) 

Tapa 4.180.525.000 5.332.740.000 5.266.392.000 

Kabila 4.178.833.000 5.330.520.000 5.047.220.000 

Suwawa 5.974.587.000 7.621.352.000 7.627.399.000 

Bonepantai 5.424.474.000 6.921.254.000 7.748.039.000 

Bulango Utara 5.382.629.000 6.866.424.000 7.579.228.000 

Tilongkabila 8.401.476.000 10.718.446.000 11.194.564.000 

Botupingge 5.278.762.000 6.730.321.000 6.002.841.000 

Kabila Bone 5.519.932.000 7.046.338.000 8.347.063.000 

Bone 8.412.926.000 10.733.449.000 11.003.361.000 

Bone Raya 5.940.181.000 7.576.269.000 7.028.489.000 

Suwawa Timur 5.358.159.000 6.834.360.000 6.679.147.000 

Suwawa Selatan 4.817.413.000 6.146.537.000 6.797.915.000 

Suwawa Tengah 3.570.119.000 4.553.635.000 4.300.220.000 

Bulango Ulu 3.625.936.000 4.626.776.000 5.410.859.000 

Bulango Selatan 6.054.083.000 7.725.521.000 7.624.992.000 

Bulango Timur 2.971.860.000 3.790.462.000 3.553.532.000 

Bulawa 5.350.548.000 6.824.388.000 6.601.156.000 

Pinogu 3.051.058.000 3.894.228.000 4.051.863.000 

Total 89.312.976.000 122.334.503.000 125.177.663.000 

Sumber: Data Kasie Ekbang Kecamatan Bulawa 2019 

Kecamatan Bulawa termasuk salah 

satu kecamatan yang ikut merasakan dana 

desa yang bersumber dari APBN. Besaran 

dana desa yang di peroleh tiap desa di 

Kecamatan Bulawa selama tiga tahun 

terakhir, dapat dilihat pada tabel 2 berikut:  

 

 



Transparansi dan Akuntabilitas Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 

Bulawa Kabupaten Bone Bolango 

46 
 

Tabel 2. Data dana desa di Kecamatan Bulawa Tahun 2016 s/d 2018 

 No Nama Desa 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) 

1 Bukit Hijau 600.246.000 765.787.000 720.482.000 

2 Dunggilata 590.436.000 752.933.000 699.715.000 

3 Kaidundu 593.163.000 756.507.000 716.706.000 

4 Kaibar 595.097.000 759.040.000 715.643.000 

5 Matim 602.966.000 769.352.000 939.372.000 

6 Mopuya 587.339.000 748.876.000 688.197.000 

7 Patoa 591.702.000 754.592.000 706.400.000 

8 Pinomotiga 598.057.000 762.919.000 704.396.000 

9 Mamungaa 591.542.000 754.382.000 711.642.000 

 
Total 5.350.548.000 6.924.388.000 6.602.553.000 

Sumber: Data Kasie Ekbang Kecamatan Bulawa 2019 

Transparansi dan akuntabilitas seha-

rusnya diterapkan pada setiap level peme-

rintahan. Transparansi bagi pemerintah 

desa akan dapat membantu dalam peng-

ungkapan hal-hal yang sifatnya material 

secara berkala kepada pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu 

masyarakat luas sehingga memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan men-

dapatkan informasi tentang keuangan 

desa. Transparansi merupakan aspek pri-

mer dari akuntabilitas. Transparansi ada-

lah tentang bagaimana caranya informasi 

yang ada dapat diketahui oleh masyarakat 

banyak yang berarti pemerintah bersifat 

terbuka dalam memberikan informasi ter-

kait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. 

Penggunaan keuangan yang seharus-

nya ditujukan untuk pembangunan, dalam 

prakteknya rawan terhadap tindakan pe-

nyelewengan dana oleh pihak-pihak ter-

tentu. Asumsi yang meragukan transpa-

ransi dan akuntabilitas pada dana desa ini 

kini menjadi kenyataan. Pada tanggal 2 

Agustus 2017, masyarakat Indonesia di-

kejutkan dengan berita Operasi Tangkap 

Tangan (OTT) terhadap beberapa aparat 

pemerintah oleh Komisi Pemberantas 

Korupsi (KPK), Bupati Pamekasan, kepa-

la inspektorat, kepala bagian administra-

si, hingga kepala desa diciduk di rumah 

Kajari Pamekasan ditangkap dengan ba-

rang bukti uang suap senilai Rp 250 juta 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). 

Kasus lainnya di Provinsi Gorontalo 

antara lain; Kepala Desa Monano Sela-

tan, Gorontalo Utara diduga melakukan 

korupsi dana desa sebesar 192 Juta (detik 

News, edisi 8 Juli 2019). Kades Moopiya, 

Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone 

Bolango, dengan kerugian negera sebesar 

Rp. 158.852.000. Demikian juga di Desa 

Mootayu dengan kerugian negara ratusan 

juta rupiah (Tribratanews, 12 Juli 2019). 

Kecamatan Bulawa sendiri memang 

belum ditemui kasus yang sampai ber-

dampak pada pidana, tetapi indikasi-in-

dikasi ke arah itu tetap ada, hal ini dibuk-

tikan dengan adanya pengaduan-penga-

duan masyarakat mengenai pelaksanaan 

pekerjaan yang di danai dengan dana desa 

kepada pendamping desa dan peme-rintah 

kecamatan. 

Pada pelaksanaannya yang hampir di 

semua desa di Kecamatan Bulawa hanya 

pada proses musyawarah awal melibat-

kan masyarakat tetapi pada saat peneta-

pan sudah tidak melibatkan masyarakat 

sehingga masyarakat banyak yang tidak 

mengetahui usulan kegiatan yang akan 

didanai dengan dana desa yang sudah di-

tetapkan  masuk dalam Anggaran Penda-
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patan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini 

memberikan kesan ketidak transparan-

sinya pemerintah desa kepada masyara-

kat, ini dapat menimbulkan prasangka 

buruk masyarakat pada pemerintah desa. 

Demikan halnya dengan akuntabilitas 

pemerintah desa dalam dilihat dari lapo-

ran realisasi yang seharusnya disampai-

kan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah di 

akses oleh masyarakat yang disampaikan 

setelah satu bulan setelah akhir tahun 

anggaran pada kenyataannya sering ter-

lambat dari waktu yang telah di atur Se-

lain faktor-faktor di atas komunikasi dan 

konsultasi juga sangatlah penting dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Musyawarah desa merupakan salah 

satu sarana bagi masyarakat dalam me-

nyampaikan aspirasinya tapi pelaksanaan 

musyawarah desa ini sangat terbatas di-

lakukan, oleh karena itu perlu adanya sa-

rana yang setiap saat dapat mereka gu-

nakan misalnya kotak saran dan penga-

duan yang disediakan dikantor desa dan 

selama ini hal itu tidak pernah ada. Jika 

seluruh permasalahan ini dapat teratasi 

pasti akan tercipta pengelolaan keuangan 

desa yang efektip dan efisien. 

KAJIAN PUSTAKA 

Administrasi Publik 

Secara etimologis, administrasi bera-

sal dari bahasa Latin Ad dan Ministrare, 

yang berarti “membantu, melayani, atau 

memenuhi”, serta administration yang be-

rarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, 

pengelolaan”. 

Administratie dalam bahasa Belanda 

yang kita kenal sejak awal masuknya 

pengaruh sistem administrasi publik klasik 

mencakup pengertian stellmatige verkrij-

ging, en verwerking van gegevens (dalam 

bahasa Indonesia disebut tata usaha atau 

administrasi dalam arti sempit) dan bes-

tuur en behee, Bestuur adalah manajemen 

akan kegiatan organisasi dan beheer ada-

lah manajemen akan sumber dayanya (fi-

nansial, personel, materill, gedung dan 

sebagainya). 

Administration yang berasal dari ba-

hasa Inggris sering kita sebut sebagai ad-

ministrasi dalam arti luas, yakni proses 

(rangkaian) kegiatan usaha kerjasama se-

kelompok orang secara terorganisasi un-

tuk mencapai tujuan secara efisien. 

Menurut Tahir (2014:3) administrasi 

negara atau administrasi publik adalah 

berbagai aktifitas manajemen yang dilaku-

kan oleh pemerintah (eksekutif) dimulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, peng-

implementasian serta pengawasan prog-

ram pembangunan dengan melibatkan le-

gislatif, yudikatif dan masyarakat guna 

tercapainya visi dan misi pemerintah. 

Administrasi Keuangan Negara 

Berdasarkan konsepsi dari keuangan 

negara, definisi keuangan negara yaitu 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

APBN, APBD, keuangan negara pada se-

mua BUMN (Adrian, 2010:16). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan 

keuangan negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai deng-

an uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat di 

jadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 

(Pasal 1 ayat 1). 

Administrasi  Keuangan Daerah 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelola-

an Keuangan Daerah adalah sebagai beri-

kut: “Keuangan daerah adalah semua hak 

dan kewajiban daerah dalam rangka pe-

nyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di da-

lamnya segala bentuk kekayaan yang ber-

hubungan dengan hak dan kewajiban dae-

rah tersebut dan tentunya dalam batas-ba-

tas kewenangan daerah”. 
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Transparansi 

Transparansi dapat diartikan sebagai 

konsep atau prinsip yang mengedepankan 

kejujuran pada sebuah organisasi dalam 

menyajikan informasinya berkaitan kiner-

ja keuangan maupun kinerja manajerial-

nya. Transparansi adalah memberikan in-

formasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertim-

bangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan me-

nyeluruh atas pertanggungjawaban peme-

rintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaat-

annya pada peraturan perundang- undang-

an (PP No 24 Tahun 2005) 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pimpinan pe-

merintah daerah atas keputusan apa yang 

diambil. Pengambilan keputusan tidak bo-

leh merugikan salah satu pihak, baik pihak 

internal maupun eksternal seperti masya-

rakat. Akuntabilitas adalah mempertang-

gungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang diperca-

yakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik (PP No 24 Tahun 2005). 

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sis-

tem Akuntabilitas Kinerja Intansi Peme-

rintah menyatakan bahwa akuntabilitas 

adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menja-

wab dan menerangkan kinerja dan tindak-

an seseorang/badan hukum/pimpinan ko-

lektif suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban. 

Akuntansi Sektor Publik 

Sektor Publik merupakan sebuah enti-

tas yang memiliki keunikan tersendiri. Di-

sebut entitas karena memiliki sumber daya 

ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa di-

katakan sangat besar. Pada organisasi sek-

tor publik juga melakukan transaksi-tran-

saksi ekonomi dan keuangan namun ber-

beda dengan entitas ekonomi yang lain, 

khususnya perusahaan komersial yang 

mencari laba, dimana sumber daya ekono-

mi organisasi sektor publik dikelola tidak 

untuk tujuan mencari laba (nirlaba). 

Definisi Akuntansi Sektor Publik me-

nurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme 

teknik dan analisis akuntansi yang diterap-

kan pada pengelolaan dana masyarakat di 

lembaga-lembaga tinggi negara dan depar-

temen-departemen di bawahnya, pemerin-

tah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan ya 

yasan sosial pada proyek-proyek kerja-

sama sektor publik dan swasta”.  

Pemerintahan Desa  

Pemerintah desa terdiri dari pemerin-

tah desa dan Badan Permusyawaratan De-

sa (BPD). Pemeritahan Desa yang dimak-

sud terdiri dari kepala desa dan perangkat 

desa. Sedangkan badan permusyawaratan 

desa adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya me-

rupakan wakil dari penduduk desa berda-

sarkan keterwakilan wilayah dan ditetap-

kan secara demokratis (UU No. 6 Tahun 

2014 Pasal 56). 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, pada Pasal 27 menyatakan 

dalam melaksanakan tugas, kewenangan, 

hak, dan kewajiban sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 26, kepala desa wajib: 

 Menyampaikan laporan penyelenggara-

an pemerintah desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada bupati/walikota; 

 Menyampaikan laporan penyelenggara-

an pemerintah desa pada akhir masa ja-

batan kepada bupati/walikota; 

 Memberikan laporan keterangan penye-

lenggaraan pemerintah secara tertulis ke 

pada badan permusyawaratan desa seti-

ap akhir tahun anggaran; dan 

 Memberikan dan/atau menyebarkan in-

formasi penyelenggaraan pemerintah se-

cara tertulis kepada masyarakat desa se-

tiap akhir tahun anggaran. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan analisis des 

kriptif. Usman & Purnomo (2009:129) me 

ngatakan bahwa penelitian deskriptif kua-

litatif merupakan penelitian yang mengu-

raikan pendapat responden apa adanya 

sesuai dengan pertanyaan penelitian, ke-

mudian dianalisis dengan kata-kata yang 

melatarbelakangi responden berperilaku 

seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disim-

pulkan, dan diverifikasi. Menurut Sugiyo-

no (2016), Metode penelitian kualitatif me 

rupakan metode penelitian yang berlan-

daskan pada filsafat postpositivme, digu-

nakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah dimana peneliti adalah inst-

rumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snow 

ball, teknik pengumpulan dengan triang-

gulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif le-

bih pada makna daripada generalisasi. 

HASIL PENELITIAN 

Transparansi  

Transparansi pengelolaan dana desa 

dalam penelitian ini, dilihat dari tiga aspek 

yaitu keterlibatan masyarakat dalam selu-

ruh proses perencanaan, pengendalian dari 

kepala desa selaku KPA dan ketersediaan 

laporan yang mudah di akses, dari tiga as-

pek tersebut, ketersediaan laporan yang 

mudah diakses belum berjalan maksimal.  

Keterlibatan masyarakat 

Dalam hal keterlibatan masyarakat da-

lam proses perencanaan, masyarakat sela-

lu ikut aktif dalam setiap kegiatan peren-

canaan dana desa. Jikapun masyarakat ti-

dak hadir dalam kegiatan tersebut, dise-

babkan karena kesibukan mereka ataupun 

karena jarak yang jauh. Namun demikian, 

karena tingkat pengetahuan masyarakat 

yang memang rendah, mengakibatkan me-

reka belum paham tentang dana desa. 

Dalam hal keterlibatan masyarakat ini 

juga diatur dalam Permendagri No. 114 

Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pro-

ses musyawarah desa harus diperhatikan 

keterwakilan kelompok masyarakat yang 

hadir dalam musyawarah tersebut.  

Pengendalian oleh kepala desa 

Asas pengendalian yaitu asas atau 

prinsip yang menghendaki dilakukannya 

monitoring terhadap penerimaan maupun 

pengeluaran anggaran pendapatan dan be-

lanja desa (APBDesa) sehingga bila terja-

di selisih (varians) dapat segera dicari pe-

nyebab timbulnya selisih tersebut. 

Dari hasil wawancara yang peneliti 

lakukan sebagian kepala desa melakukan 

pengendalian hanya dengan meminta la-

poran keuangan dari sekretaris desa dan 

bendahara desa, tapi mereka tidak terlibat 

langsung dalam proses penyusunan lapo-

ran keuangan tersebut dan ini juga sudah 

sesuai dengan kondisi dilapangan. Pe-

ngendalian yang selama ini dilakukan 

hanyalah sebatas menanyakan apakah pe-

kerjaan mereka sudah selesai atau belum, 

jika sudah mana laporannya dan jika be-

lum segera selesaikan. 

Ketersediaan laporan yang mudah diakses 

Dalam hal ketersediaan laporan yang 

mudah di akses, sifatnya masih terbatas, 

hanya dalam bentuk secara lisan yang di-

sampaikan dalam musyawarah desa. Lapo 

ran keuangan secara tertulis memang ada 

namun tidak ter-update setiap saat. Lapor-

an pengelolaan keuangan tersebut hanya 

dalam bentuk baliho yang mencantumkan 

anggaran masing-masing kegiatan, penya-

mpaian pelaporan anggaran melalui BPD 

masih sering mengalami keterlambatan. 

Kenyataan yang terjadi pada semua 

desa yang di Kecamatan Bulawa Kab. 

Bone Bolango sejak tahun 2015 sampai 

dengan sekarang laporan kinerja pemerin-

tah desa yang didalamnya ada laporan ke-

uangan selau mengalami keterlambatan 

bahkan ada desa yang tidak melakukan 

sama sekali, yang ada hanyalah dokumen 

yang tidak melalui siding paripurna BPD. 

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa 

tingkat transparansi dapat dinilai dengan 
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menggunakan lima indikator yang telah di 

sesuaikan yaitu: 

 Terdapat pengumuman mengenai kebija-

kan pengelolaan alokasi dana desa (DD). 

 Tersedia laporan mengenai pengelolaan 

dana alokasi dana desa mudah diakses. 

 Laporan pertanggungjawaban dana desa 

dibuat dan dikumpulkan tepat waktu. 

 Tersedianya sarana untuk usulan dan 

kritik masyarakat terkait dana desa. 

 Terdapat pemberian informasi kepada 

publik terkait pengelolaan dan penggu-

naan dana desa. 

Dari lima indikator diatas jika dico-

cokkan dengan hasil wawancara dengan 

beberapa responden belum ada yang me-

menuhi indikator ini sehingga ini berdam-

pak pada pengelolaan dana desa yang ti-

dak efektif dan efisien. 

Akuntabilitas  

Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

dalam penelitian ini dilihat dari empat 

aspek yaitu akuntabilitas proses, akuntabi-

litas program, asas disiplin dan asas kepa-

tuhan. Dari keempat aspek tersebut, aspek 

akuntabilitas proses dan akuntabilitas prog 

ram sudah berjalan maksimal. Sedangkan 

asas disiplin dan asas kepatuhan belum 

berjalan maksimal.  

Akuntabilitas proses 

Dari aspek akuntabilitas proses, se-

mua program kegiatan yang dijalankan 

bisa dipertanggunjawabkan karena semua 

proses kegiatannya melalui SISKEUDES. 

Tapi hal yang harus menjadi perhatian 

adalah aplikasi ini hanyalah alat bantu 

yang diperintahkan lewat surat dari BPK 

sementara yang mengatur pencatatan 

keuangan adalah Permendagri Nomor 113 

tahun 2014. 

Dari wawancara dengan responden di 

ketahui bahwa selama ini setelah ada apli-

kasi ini desa sudah tidak lagi melakukan 

pencatatan manual. Dalam Peremndagri 

Nomor 113 Pasal 35 ayat 2 disebutkan 

bahwa bendahara desa wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan penge-

luaran serta melakukan tutup buku setiap 

akhir bulan secara tertib. Selanjutnya pada 

pasal 36 dijelaskan bahwa penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran dimasukkan 

menggunakan: 

1. Buku kas umum 

2. Buku ka pembantu pajak, dan 

3. Buku bank 

Selanjutnya pada pasal 42 ditutup de-

ngan kata “format rancangan peraturan de 

sa tentang APBDes, buku pembantu kas 

kegiatan, rencana anggaran biaya dan su-

rat permintaan pembayaran serta pernya-

taan tanggungjawab belanja, laporan reali-

sasi pelaksanaan APBDes pada semester 

pertama dan semester akhir tahun serta 

laporan pertanggungjawaban realisasi pel-

aksanaan APBDes sebagaimana dimaksud 

tercantum dalam lampiran yang merupa-

kan bagian tidak terpisahkan dari peratur-

an menteri. 

Dari penjelan diatas jelas sekali 

bahwa selain aplikasi SISKEUDES desa 

wajib membuat pencatatan manual sesuai 

dengan format yang telah diatur dalam 

lampiran Permendagri Nomor 113 terse-

but. Di khawatirkan adalah jika aplikasi 

ini terjadi error maka desa tidak mempu-

nyai pencatatan yang lengkap, jika ada 

manualnya maka pencatatan keuangan 

desa aman.  

Akuntabilitas program 

Dari aspek akuntabilitas program, se-

mua program kegiatan yang dijalankan bi-

sa dipertanggungjawabkan karena melalui 

tahapan verifikasi oleh tim verifikasi tim 

verifikasi tingkat desa maupun tingkat 

kecamatan, dan sudah sesuai aturan yang 

termuat dalam permendagri dan sesuai 

dengan RPJMDes, selain itu juga dilaku-

kan penyesuaian program baik dari peme-

rintah pusat, daerah dan sesuai dengan do-

kumen RKPDes dan pengadministrasian-

nya menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

Manurut Mardiasmo (2009:106) seti-

daknya terdapat empat dimensi akuntabi-

litas yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sektor publik dan diteliti ada dua yaitu:  
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 Akuntabilitas proses.  

Akuntabilitas proses terkait dengan apa-

kah yang digunakan dalam melaksana-

kan tugas sudah cukup baik dalam hal 

kecukupan informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen, dan prosedur 

adminitrasi. 

 Akuntabilitas program.  

Akuntabilitas program terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang dite-

tapkan dapat tercapai atau tidak, dan 

apakah telah mempertimbangkan alter-

natif program yang memberikan hasil 

yang optimal dengan biaya yang semi-

nimal mungkin. 

Dan dari dua hal tersebut, semua desa 

di Kecamatan Bulawa menurut hasil wa-

wancara dan kondisi dilapangan bahwa 

sudah sesuai dengan teori tersebut. 

Selanjutnya menurut Chabib & Heru 

(2015:7) ada dua belas asas yang harus di-

lakukan dalam mencapai pengelolaan ke-

uangan yang efektif dan efisien dan yang 

diteliti dua asas yaitu asas disiplin dan 

asas kepatuhan. Dari hasil wawancara de-

ngan responden dapat diambil kesimpulan 

bahwa kedua asas ini masih belum dite-

rapkan di desa. Hal ini terbukti dari masih 

terlambatnya semua proses pelaporan dan 

perencanaan di desa yang diakibatkan ke-

tidakpatuhan pengelola dalam melakukan 

fungsi mereka masing-masing. 

Asas disiplin anggaran 

Dari aspek asas disiplin, pelaporan ke-

uangan belum disiplin, masih sering terja-

di keterlambatan dalam hal pelaporan keu-

angan oleh kepala desa, demikian juga pe-

netapan APBDes sering mengalami keter-

lambatan. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, pada Pasal 27 menyatakan 

bahwa dalam melaksanakan tugas, kewe-

nangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa 

wajib: 

 Menyampaikan laporan penyelenggara-

an pemerintah desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada bupati/walikota;  

 Menyampaikan laporan penyelenggara-

an pemerintah desa pada akhir masa ja-

batan kepada bupati/walikota; 

 Memberikan laporan keterangan penye-

lenggaraan pemerintah secara tertulis pa 

da badan permusyawaratan desa disetiap 

akhir tahun anggaran; dan 

 Memberikan dan/atau menyebarkan in-

formasi penyelenggaraan pemerintah se-

cara tertulis kepada masyarakat Desa se-

tiap akhir tahun anggaran 

Dari wawancara dengan responden 

empat aspek diatas belum dapat dipenuhi 

oleh pemerintah desa yang terlibat dalam 

pengelolaan keuangan desa karena tidak 

pernah dilakukan tepat waktu. 

Asas kepatuhan 

Dari aspek asas kepatuhan, pelaporan 

keuangan belum mengikuti asas kepatuh-

an, karena masih sering mengalami keter-

lambatan dalam hal laporan pertanggung-

jawaban, selain itu proses penyelesaian 

pekerjaan sering tidak tepat waktu yang 

diakibatkan pekerjaan tersebut dikerjakan 

pihak lain serta pekerjaan sering dikerja-

kan pada tahun berikutnya sedangkan pe-

laporan keuangan dilaksanakan tetap pada 

bulan desember tahun berjalan sehingga 

dapat dipastikan data yang disampaikan 

banyak tidak sesuai. 

Faktor penghambat 

Faktor yang menggambat akuntabi-

litas dan transparansi dalam pengelolaan 

dana desa dalam penelitian ini antara lain;  

Kemampuan SDM pengelola anggaran 

Dari wawancara yang peneliti lakukan 

dengan 14 responden sebagian mengung-

kapkan bahwa SDM meraka sudah mam-

pu dalam melaksanakan tugas mereka, hal 

ini didukung dengan adanya pelatihan-pe-

latihan yang dilaksanakan baik itu diting-

kat desa, tingkat kecamatan maupun ting-

kat kabupaten.  Sebagian responden meng 

ungkapkan bahwa ada beberapa yang ma-

sih kurang yaitu kurangnya SDM. Hal ini 

dikarenakan ada pekerjaan sebagian aparat 
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desa dikerjakan oleh aparat desa yang lain 

yang dianggap mampu. 

Silahudin (2015:29) mendefinisikan 

pemerintah desa merupakan kepala desa 

serta perangkatnya yang bisa mengelola 

sumberdaya desa untuk kebutuhan masya-

rakat, merumuskan dengan baik kebutuh-

an masyarakat dan membuat perencanaan 

desa yang baik dengan ketentuan skala 

prioritas, meningkatkan kemampuan meng 

implementasikan peraturan UU Desa seca-

ra baik dan turunannya, serta mengelola 

keuangan desa dengan prinsip partisipatif, 

transparan dan akuntabel. 

Sarana dan prasarana tidak tersedia 

Berdasarkan hasil wawancara dan pe-

ngamatan langsung yang peneliti lakukan 

rata-rata kantor desa di Kecamatan Bula-

wa masih minim fasilitas penunjang admi-

nistrasi. Sebagian besar kantor desa hanya 

memiliki satu perangkat komputer dan 

printer sehingga menyebabkan pekerjaan 

menjadi terhambat, selain itu jaringan 

internet sebagai akses untuk pengoperasi-

an Siskeudes online yang tidak ada me-

nyebabkan operator sulit untuk melakukan 

penginputan data. Dapat dibayangkan ada 

10 sampai 11 orang perangkat desa yang 

setiap harinya melakukan pelayanan kepa-

da masyarakat dengan fasilitas 1 buah 

komputer tentu ini sangat tidak efektif. 

Sehingga faktor ini menjadi alasan ter-

besar mengapa laporan keuangan sering 

mengalami keterlambatan. 

Koordinasi dan komunikasi 

Dari hasil wawancara dengan sejum-

lah responden diketahui bahwa koordinasi 

dan komunikasi telah mereka lakukan 

dengan cukup baik dan cukup intens, jadi 

tidak terdapat masalah dalam poin ini. 

Ditambah lagi sekarang ini sudah ada grup 

WhatsApp bagi aparat desa yang dida-

lamnya ada pemerintah desa, pemerintah 

kecamatan dan pemerintah kabupaten se-

hingga ini menjadi wadah bagi mereka 

untuk saling berkoordinasi dan berkomu-

nikasi secara baik. 

Sarana untuk saran dari masyarakat 

Dari wawancara dengan beberapa 

responden rata-rata di desa tidak terdapat 

sarana pemberian saran dari masyarakat, 

misalnya ketersediaan kotak saran. Hal ini 

membuat masyarakat harus mendatangi 

langsung kantor desa jika ada yang ingin 

mereka sampaikan. Ketersediaan kotak 

saran ini juga mengantisipasi jika ada 

masyarakat yang tidak ingin identitas 

mereka diketahui sehingga keberadaan 

kotak saran ini dirasa efektif. Ditambah 

lagi dari sembilan desa di Kecamatan Bu-

lawa ada enam desa tidak terjangkau ja-

ringan, baik itu jaringan telepon maupun 

jaringan internet yaitu Desa Mamungaa 

Timur, Desa Mamungaa, Desa Dunggi-

lata, Desa Mopuya, Desa Pinomontiga dan 

Desa Bukit Hijau menyebabkan masyara-

kat ketika ada yang ingin disampaikan, 

mereka lebih sering mendatangi langsung 

kepala desa atau perangkat desa. 

Dari semua responden yang peneliti 

wawancarai, semuanya menyatakan alang-

kah lebih baik jika di kantor desa terdapat 

kotak saran yang setiap saat bisa mereka 

gunakan. Tetapi hal ini tentu harus didu-

kung oleh kesiapan aparat desa dalam 

membuka dan merespon kotak saran terse-

but karena jika ini tidak ada maka tetap 

kotak saran ini tidak akan berguna. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan deskripsi dan pembahas-

an hasil penelitian, maka peneliti dapat 

menyimpulkan uraian untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

Transparansi  

Keterlibatan masyarakat  

Dalam hal keterlibatan masyarakat 

mereka sudah terlibat dalam proses peren-

canaan, pemerintah desa juga sudah beru-

paya untuk senantiasa melibatkan masya-

rakat tapi kadang kesibukan masyarakat 

membuat mereka kadang tidak hadir da-

lam proses musyawarah perencanaan.  
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Pengendalian oleh kepala desa 

Pengendalian yang dilakukan oleh ke-

pala desa hanya lebih pada meminta lapo-

ran kegiatan setiap bulan kepada aparat-

nya, hanya menanyakan apakah sudah se-

lesai atau tidak, jika sudah selesai mana 

hasilnya jika belum selesai silahkan sele-

saikan. Kepala desa tidak terlibat langsung 

dalam melakukan pengendalian misalnya 

menanyakan apa kendala yang dihadapi 

kemudian mencari solusi dari kendala itu 

bersama-sama sehingga kendala-kendala 

yang dihadapi bisa segera diatasi.  

Ketersediaan laporan yang dapat diakses 

Dalam hal ketersediaan laporan yang 

mudah diakses selama ini bentuk transpa-

ransi laporan keuangan hanya dalam fo-

rum musyawarah pertanggungjawaban ke-

pala desa setiap akhir tahun kepada BPD 

yang pelaksanaannya sering terlambat. La 

poran tertulis yang disebarkan kepada mas 

yarakat belum ada, begitu juga keberadaan 

papan informasi masih belum diefektifkan 

penggunaannya, informasi yang ditempel 

belum diperbaharui oleh aparat desa.  

Akuntabilitas 

Akuntabilitas proses 

Akuntabilitas proses sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan arahan peme-

rintah pusat yang berwenang dalam mela-

kukan pemeriksaan keuangan desa yaitu 

BPK melalui aplikasi SISKEUDES yang 

diluncurkan oleh BPK sehingga kapan sa-

ja BPK dapat memantau seluruh transaksi 

yang ada di desa karena aplikasi ini sudah 

terkoneksi dengan mereka. Tapi yang di-

garis bawahi adalah dengan adanya apli-

kasi ini bendahara desa sudah tidak mela-

kukan pencatatan manual sesuai dengan 

arahan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 tentan pengelolaan keuangan desa. 

Akuntabilitas program 

Akuntabilitas proses sudah dilakukan 

dengan baik, seluruh kegiatan yang akan 

dikerjakan sudah sesuai dengan sinergitas 

program dari pusat maupun daerah. Se-

mua kegiatan harusnya didasarkan dengan 

RPJMDes dan RKPDes dan tertuang da-

lam aplikasi SISKEUDES jika tidak maka 

kegiatan itu akan tertolak dengan sendiri-

nya. Ada verifikasi berlapis yang diterap-

kan yaitu verifikasi oleh sekretaris desa di 

tingkat desa kemudian ada tim verifkasi 

kecamatan di tingkat kecamatan dan sela-

njutnya ada verifikasi dari Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa (DPM-

PEMDES) pada tingkat Kabupaten sehi-

ngga jika terjadi kesalahan dapat diketahui 

lebih awal. 

Asas disiplin anggaran 

Pemerintah desa belum optimal dalam 

menerapkan asas disiplin, hal ini dikare-

nakan selalu terlambatnya proses pelapo-

ran keuangan di desa. Pelaporan keuangan 

yang seharusnya dimasukkan kepada bu-

pati setiap semester pertama pada bulan Ju 

ni dan semester kedua pada bulan Januari 

selalu terlambat dimasukkan. Selain itu 

rapat pertanggungjawaban kepala desa se-

tiap akhir tahun yang seyogyanya dilaku-

kan setiap tiga bulan setelah tahun anggar-

an berakhir hal ini tidak pernah dilakukan 

tepat waktu.  

Asas kepatuhan 

Asas kepatuhan dalam pengelolaan 

keuangan desa belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan keterlambatan proses 

yang ada di desa, jika mereka patuh ter-

hadap aturan yang berlaku maka pasti me-

reka akan melakukan tugas mereka secara 

disiplin. Perencanaan desa yang seharus-

nya dilakuakan setiap bulan Juni tahun 

berjalan, penetapan APBDes per 31 Dese-

mber tahun berjalan dan pelaporan setiap 

tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir 

semua dilakukan tidak tepat waktu.  

Faktor Penghambat  

Kemampuan SDM pengelola 

Sumber Daya Manuasi (SDM) meru-

pakan salah satu faktor penentu berhasil 

dan tidaknya suatu pekerjaan. SDM di 

desa sudah cukup mampu hal ini dikarena-

kan pada proses masuk sebagai aparat de-

sa mereka sudah diseleksi dan sudah me-
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lalui uji kompetensi, selain itu setiap ta-

hun sudah dilakukan berbagai macam pe-

latihan dan peningkatan kapasitas baik itu 

skala desa, kecamatan maupun kabupaten. 

Sarana dan prasarana penunjang  

Sarana dan prasarana kantor desa se-

bagai penunjang kerja dari aparat desa ini 

masih sangat minim, kantor desa hanya 

memiliki satu atau dua perangkat kompu-

ter dan printer dan yang menggunakannya 

ada lebih dari sepuluh orang sehingga me-

nyebabkan pekerjaan menjadi terhambat, 

selain itu jaringan internet sebagai akses 

untuk pengoperasian Siskeudes online 

yang tidak ada menyebabkan masyarakat 

sulit untuk melakukan penginputan data. 

Komunikasi dan konsultasi  

Dalam hal komunikasi dan konsultasi 

sudah berjalan dengan baik, mereka sudah 

sering melakukan komunikasi dan koordi-

nasi baik itu kepada pendamping desa, pe-

merintah kecamatan maupun kepada pe-

merintah kabupaten. Ditambah lagi seka-

rang ini teknologi sudah semakin canggih 

aparat desa sudah tergabung dalam grup 

WhatsApp sehingga ini menjadi wadah 

mereka dalam melakukan konsultasi dan 

komunikasi. 

Ketersediaan sarana saran dari masyarakat 

Keberadaan sarana seperti kotak saran 

yang tidak ada di kantor desa serta tidak 

semua desa terjangkau adanya jaringan 

telekomunikasi, menyebabkan masyarakat 

ketika ada yang ingin disampaikan, 

mereka lebih sering mendatangi langsung 

Kepala Desa atau perangkat Desa. 

Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dikemukakan implikasi teoritis dan 

implikasi praktis: 

Implikasi teoritis  

Transparansi dalam pengelolaan dana 

desa sesuai dengan hasil penelitian jika di-

bandingkan dengan regulasi yang menga-

tur tentang pengelolaan keuangan dana 

desa masih kurang sesuai sehingga berpe-

ngaruh pada tingkat pemenuhan kebutuh-

an masyarakat dalam mendapatkan infor-

masi mengenai pelaporan dana desa. 

Akuntabilitas pada pengelolaan dana 

desa menurut Peneliti sebagian sudah di-

laksanakan walaupun hanya menggunakan 

aplikasi dan pencatatan manual tidak ada 

pencatatan manual tapi sejauh ini tidak 

merupakan pelanggaran oleh Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-

PEMDES) dan inspektorat hanya saja pa-

da asas disiplin dan kepatuhan masih ku-

rang dilaksanakan dikarenakan ada kenda-

la-kendala yang dihadapi. Sepatutnya jika 

ini dilaksanakan maka pengelolaan keu-

angan dana desa akan sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pemerintah pusat 

sehingga tercapai pengelolaan dana desa 

yang efektif dan efisien. 

Implikasi praktis 

Hasil penelitian ini akan digunakan 

sebagai masukan bagi para pengelola keu-

angan desa di kecamatan Bulawa dalam 

hal ini kepala desa, sekretaris desa, KAUR 

dan KASIE serta masyarakat guna mem-

benahi pengelolaan keuangan dana desa 

saat ini agar kedepan bias diperbaiki se-

suai dengan regulasi yang ada sehingga 

tercapai pengelolaan keuangan yang 

efektif dan efisien. 

Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, 

ada beberapa tugas yang harus diselesai-

kan oleh Kecamatan Bulawa, antara lain: 

 Diharapkan kepada pemerintah desa un-

tuk meningkatkan kualitas perencanaan 

melalui keterlibatan masyarakat dalam 

proses musyawarah dengan memastikan 

seluruh perwakilan kelompok masyara-

kat yang ada di desa hadir dalam setiap 

proses msuyawarah desa 

 Kepala desa harus benar-benar melaku-

kan pengendalian kepada aparatnya me-

ngingat kasus penyelewengan dana yang 

sering terjadi diakibatkan oleh tidak ad-

anya pengendalian oleh kepala desa. 
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 Transparansi adalah bagaiman informasi 

pengelolaan keuangan ini dapat diketa-

hui oleh masyarakat sehingga pemerin-

tah desa harus menyiapkan sebuah lapo-

ran keuangan tertulis yang dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat misal-

nya dalam bentuk baliho atau spanduk 

realisasi APBDes ataupun laporan reali-

sasi per semester yang dipajang di papan 

informasi sehingga masyarakat tidak per  

lu bertanya kepada aparat desa tentang 

informasi tersebut. 

 Dalam hal akuntabilitas proses kiranya 

kepala desa dapat mendorong bendahara 

desa dalam melakukan pencatatan man-

ual sesuai dengan apa yang telah diatur 

dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 

tentang pengelolaan keuangan desa, 

tidak hanya mengandalkan aplikasi, jika 

suatu saat aplikasi ini error maka ada 

backup data manual yang disimpan oleh 

bendahara desa 

 Dalam hal akuntabilitas program walau-

pun sudah dilakukan sesuai dengan pro-

ses tahapan yang ada tetapi alangkah le-

bih baik jika sekretaris desa selaku tim 

verifikasi di desa dapat diberikan pelati-

han khusus mengenai dokumen yang 

akan diverifikasi agar kesalahan-kesala-

han administrasi dapat diketahui 

 Kepala desa harus lebih serius dalam 

menangani keterlambatan proses yang 

selalu terjadi di desa dengan mempelaja-

ri apa kendala yang dihadapi sehingga 

proses ini sering terlambat dan kemudi-

an mencari solusi dari setiap kendala-

kendala tersebut. Dengan demikian ke-

terlambatan yang sering terjadi tidak 

akan terjadi lagi pada tahun mendatang 

 Diharapkan kepada kepala desa untuk 

menanamkan sikap patuh kepada penge-

lola keuangan desa yang akan dipraktek-

kan pada kepatuhan dalam melaksana-

kan seluruh tahapan pengelolaan keua-

ngan desa sesuai ketentuan yang berlaku 

 Diharapkan kepada pemerintah desa khu 

susnya kepala desa dan pemerintah ke-

camatan agar senantiasa memberikan pe 

ningkatan kapasitas kepada aparat desa 

agar dapat benar-benar memahami tupo-

ksi mereka dalam pengelolaan keuangan 

desa, hal ini juga untuk dapat mengan-

tisipasi adanya pergantian aparat desa se 

hingga kendala dapat teratasi. 

 Fasilitas kantor desa agar lebih diperha-

tikan kelengkapannya mengingat setiap 

tahun tugas dan tanggungjawab aparat 

desa semakin meningkat dan banyak ad-

ministrasi desa sudah menggunakan ap-

likasi sehingga butuh sarana dan prasa-

rana kantor yang memadai. 

 Konsultasi dan komunikasi agar dilaku-

kan lebih intens lagi mengingat setiap 

tahun regulasi yang mengatur pengelo-

laan keuangan desa berubah sehingga 

komunikasi dan konsultasi senantiasa 

dibutuhkan setiap saat untuk menghin-

dari kesalahan-kesalahan dalam penge-

lolaan keuangan desa. 

 Fasilitas pemberian saran dari masya-

rakat perlu disediakan mengingat ada sa-

at-saat tertentu aparat desa tidak berada 

di kantor desa dan disaat yang bersama-

an ada hal-hal yang ingin disampaikan 

oleh masyarakat sehingga jika ada kotak 

saran maka masyarakat tidak perlu me-

nunggu ada aparat desa untuk dapat me-

nyampaikan hal yang ingin disampaikan. 

Selain kotak saran bagi desa yang ter-

jangkau jaringan keberadaan kontak per-

son dari aparat desa sangat diperlukan. 
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